IBALINAN'

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1343 -KUM /2022

TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMAS! DATA PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (SITUNTAS) LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Data Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten
Tanah Laut, maka perlu di tetapkan Sistem Informasi
Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Sistem Informasi Data
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS)
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Undang Upndang  Nomaor 30 fahun 2004 tentang
Petimbangan Kenangan antara Pemerintah Paasat dan
Pemetintalinn Daectal (Lembatan Negara Republik
Indonesin - Tahun 2004 Nomot 126, Tambahan
Lembaran Negnea Republik Indonesia Nomor 4438 ),
Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomot 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor S5601)
sebagaimana telah diuah dengan Undang-Undang
nomor 11 Tahun 200 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
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Pendekatan  Wilayah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan
Lembatan Negara Republik tndoneaia Nomor 5449),

10, Peraturan Menteri S8osinl Nomor 5 Tahun 2019 tentgang
Pengelolann Data Terpadu Kesejahterann Sosial,

11, Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang
Masalah Kesejahternan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahterann Sosinl;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 57);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Sistem Informasi
' Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(SITUNTAS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
dengan fitur sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistem Informasi Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial
(SITUNTAS) Lingkup Kabupaten Tanah Laut
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar
pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) di Kabupaten Tanah Laut menjadi lebih Valid
sehingga Program Pemerintah Daerah menjadi tepat
sasaran.

KETIGA : Sistem Informasi Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial
(SITUNTAS) adalah sebagai inovasi layanan pada Dinas
Sosial Kabupaten Tanah Laut khususnya Bidang
Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin dalam
rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial.
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2022, DPA Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor
DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022  Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TANAH LAUT,

(\Q_b“/ Ttd

ALFIRIAL.SH.MH H. SUKAMTA
NIP.19750203 199543 2008
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR ¢ 18845 [ 1343 - KUM /2022
TANGGAL ¢ 30 Desember 2022

FITUR APLIKASI SITUNTAS

MIUNTAN

Sistem Informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
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